Menimbang :

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI
SEBAGAI BADAN HUKUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa proses globalisasi telah menimbulkan persaingan yang

semakin tgjam sehingga perlu mengambil berbagai langkah untuk

meningkatkan daya saing nasional;

. bahwa peningkatan daya guna saing nasional membutuhkan

Perguruan Tinggi Negeri sebagai kekuatan moral dalam proses
pembangunan masyarakat madani yang lebih demokratis, dan

mampu bersaing secara global;

. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki

kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional Perguruan

Tinggi Negeri harus memiliki kemandirian;

. bahwa sebagian Perguruan Tinggi Negeri telah memiliki kemampuan

pengelolaan yang mencukupi untuk dapat memperoleh kemandirian,

otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;

. bahwa sehubungan dengan itu perlu dibuka kemungkinan untuk

secara selektif mengubah status hukum Perguruan Tinggi Negeri
menjadi Badan Hukum.

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 : 23)

sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah;
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Perguruan Tinggi Negeri adalah perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen yang
bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;

Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk
Badan Hukum.

Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk
mewakili Pemerintah dalam setiap pemisahan kekayaan negara untuk
ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan
tinggi.
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BAB II
SIFAT DAN TUJUAN
Pasal 2

Perguruan Tinggi merupakan badan hukum milik Negara yang bersifat

nirlaba

Pasal 3

Tujuan Perguruan Tinggi adalah :

a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan akademik dan/atau memperkaya khasanahh
ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional;

c. mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis
dengan berperan sebaga kekuatan modal yang mandiri;

d. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip

pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang

profesional.
BAB Il
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI
Pasal 4

(1) Perguruan Tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah
melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan

rencana pengembangan yang diajukan oleh Perguruan Tinggi Negeri.
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(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat :
a. penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan hukum;
b. Anggaran Dasar Perguruan Tinggi;

c. penunjukkan Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah untuk
mengawasi pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan

sebagai kekayaan awal pada Perguruan Tinggi;
d. penunjukkan Menteri untuk melaksanakan pembinaan Perguruan
Tinggi secara umum.
(3) Prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan;
a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisen dan
berkualitas;

b. memenuhi standar minimum kelayakan finansial;

c. melaksanakan pengelolaan Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip

ekonomis dan akuntabilitas.
(4) Tatacara dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi
Negeri untuk menjadi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
KEKAYAAN
Pasal 5

(1) Kekayaan awal Perguruan Tinggi berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

(2) Besarnya kekayaan awal Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
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5.
paa ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada
Perguruan Tinggi yang bersangkutan, kecuali tanah, yang nilainya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang
dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

dan Departemen Keuangan.

(3) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan
sebagai kekayaan awa Perguruan Tinggi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.

(4) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Perguruan Tinggi yang
bersangkutan.

(5) Hasll pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi pendapatan dari Perguruan Tinggi dan
dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.

BAB V
ANGGARAN DASAR
Pasal 6

(1) Anggaran Dasar Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya memuat
hal-hal berikut :

a. namadan tempat kedudukan Perguruan Tinggi;
b. maksud dan tujuan serta lingkup kegiatan Perguruan Tinggi;
c. jangkawaktu berdirinya Perguruan Tinggi;

d. susunan dan tatacara pemilihan Majelis Wali Amanat, Dewan
Audit, Senat Akademik, dan Pimpinan Perguruan Tinggi;

e. tatacara pengelolaan, penguasaan, dan pengawasan.



